
BUPATI KEPULAUAN RIAU
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PERATURAN B'JPATI KEPULAUAN RIAU
NOMOR /rauuN2006

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)PELAYANAN PENGEMBANGNTT PiNiXNNAN DAN KELAUTANDINAS PERIKANAN DAN KELAUTATT iNTitiPATEN KEPULAUAN RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN RIAU .:

Menimbang ; bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
organisasi Dinas perikanan dan Kerautan Kabupaten Kepurauan
Riau berd.asarkan peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2005
Tentang pembentukan organisasi Dinas Daerah Kabupaten
Kepurauan Riau perru menetapkan peraturan Bupati rentang
organisasi Dan Tata Kerja Unit peraksana Teknis (upr)
Pelayanan pengembangan perikanan cian Kerautan Dinas
Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kepulauan Riau.

Mengingat 
: 1' undang-undang Nomor 12 Tahun 19s6 tentang pembentukan

Daerah otonom Kabupaten Daram Lingkungan Daerah
Propinsi sumatra Tengah ( Lembaran Negara Repubrik
lndonesia Tahun 1956 Nomor 25 );

2' Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan
atas undang-undang Nomor 1g rahun 1gg7 Tentang pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Repubrik
lndonesia Nomor : 404g, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor :246);

3' Undang-undang Nomor 25 Tahun 2o,2tentang pembentukan
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4.

2002 Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara rndonesia
Nomor 4237);

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang
Pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun zoo4 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 43g9);

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2oo4 tentang pemerintahan

Daerah ( Lembaran Negara Repubrik rndonesia Tahun 2oo4
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Repubrik rndonesia
Nomor 4437);

5.

f,.

6. Undang-undang Nomor 31 Tahun ZOO4

(Lembaran Negara Republik lndonesia

1 18);

Tentang Perikanan

Tahun 2004 Nomor

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2s rahun 2o0o rentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan propinsi sebagai
Daerah otonom (Lembaran Negara Repubrik rndonesia
Nomor 3952);

8. Peraturan Pemerintah Nomor

Perikanan (Lembaran Negara

Nomor '118);

54 Tahun 2002 Tentang Usaha

Republik lndonesia Tahun 2002

9. Peraturan Pemerintah Nomor g rahun 2003 Tentang
Pedoman organisasi perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 14. Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4262);

10. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2oe2 Tentang Retribusi
usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan
Riau Tahun 2002 Nomor 27 Seri C Nomor g);

1 1. Peraturan Daerah Nomor

Pembentukan Organisasi
l1a^,,1^, '^^ r:t;^. . :

12 Tahun 2005 Tentang

Dinas Daerah Kabupaten
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I\4enetapkan :

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN RIAU TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS

(UPT) PELAYANAN PENGEMBANGAN PERIKANAN DAN

KELAUTAN DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN

KEPULAUAN RIAU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimal.sud dengan :

Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Riau;

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Riau;

Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Riau;

Dinas Perikanan dan Kelautan adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten

Kepulauan Riau;

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Plrikanan dan Kelautan Kabupaten Kepulauan

Riau;

Kecamatan adalah Lingkungan atau Wilayah Kerja Perangkat Pemerintah

Kecamatan;

Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pengembangan

Perikanan dan Kelautan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kepulauan

Riau selanjutnya disingkat dengan UPT PPPK;

Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan dan Kelautan

Kabupaten Kepulauan Riau;

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

UPT PPPK merupakan unsur pelaksana teknis dinas yang mempunyai

kerja satu atau beberapa Kecamatan yang dalam melaksanakan tugas
/.lih^..,^l^ 't^^ t.^J^- :^...^L t-^^-)- tt- --t- h:----

wilayah

berada

(1)
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(2) 
fflr:ttK 

mempunyai tugas metaksanakan penyerenggaraan sebagian

(3) Daram meraksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)di atas,PppK menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan urusan dibidang pendataan; ,

b' Peraksanaan urusan dibidang pembinaan / peratihan teknis;c' Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

tugas

UPT

N1

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI UPT

pasal 3

Susunan Organrsasi UpT pppK terdiri dari
a. Kepata UpT pppK

b. Urusan pendataan

c. Urusan pembinaan / pelatihan Teknis;
Bagan Susunan Organisasi UpT pppK dimaksud pada
terlampir dalam peraturan Bupati ini.

(1)

(2)
ayat (1) sebagaimana

(r-
BAB IV

WILAYAH KERJA

Pasal 4

Wilayah kerja UpT pppK terdiri dari :

UPT PPPK yang berkedudukan di Kryang dengan wilayah kerja Kecamatan BintanTimur;

UPT PppK yang berkedudukan bi Kawar dengan wirayah kerja KecamatanGunung Kijang;

UPT PppK yang berkedudukan di rembering dengan wirayah kerja KecamatanTeluk Bintan;

UPT PppK yang berkedudukan di ranjung Uban dengan wirayah kerja meriputiKecamatan Bintan Utara dan Teluk Sebong;
UPT PppK yang berkedudukan di ramberan dengan wirayah kerja KecamatanTambelan.

1.

2.

3.

4.

5.
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BAB V

TATA KERJA

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT PPPK wajib menerapkan prinsip

koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun

antar UPT PPPK di lingkungan Dinas Perikanan dan Kelautan, serta dengan instansi di

luar Dinas Perikanan dan Kelautan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 6

(1) Setiap Kepala UPT PPPK dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab
memimpin dan mengkoordinir bawahannya serta memberikan bimbingan dan
petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;

(2) setiap Kepala upr pppK mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya;
(3) Setiap Kepala UPT PPPK menyampaikan secara teratur laporan pelaksanaan

tugas kepada Kepala Dinas.

BAB VI

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 7

;

diberhbntikan oleh Bupati berdasarkan usulan Kepala

BAB VII

KETENTU.AN PENUTUP

Pasal I

t\',

Kepala UPT PPPK diangkat dan

Dinas.

Dengan berlakunya peraturan Bupati ini, maka

Nomor : 289 Tahun 2OOZ tentang Organisasi dan

dan Kelautan dinyatakan tidak berlaku lagi. !

Keputusan Bupati

Tata Kerja Cabang

Kepulauan Riau

Dinas Perikanan
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Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan
penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Pasal 9

Hal-hal yang berum diatur daram peraturan Bupati ini sepanjang
operasional diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

Ditetapkan di
Pada tanggal

BUPATI

ANSAR' AD, SE, MM

mengenai teknis

UAN

Ar-

: ^Kiiano
:2U re6ru"ri zooo

SEKRET RAHt- KABUPA PULAUAN RIAU

Drs.

BERITA D
NOMOR :

AzIRWAN,

ERAH KABU

Diundangkandi : Kijang
Padatanggal :{SFebruariZOoo

TEN KEPULAUAN RIAU TAHUN 2006
Nomor: 4jv sERt D
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